KEEMPAT : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Pusat iKegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban memouat iaporan
tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PKEM vang dibinanya

kepada Kepala Dinas Pendidiken, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Clahraga Kabupaten Luwu Tinur.

KELIMA :  Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan emgat tidak
dipenuhi mzka Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemtia dan OiEhraga Kobupaten Luwy Timur dapat mancabut

kembali keputusan ini.

KEENAM - Keputusan ini mulai pDeriaku sejak tanggai ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akar diacakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
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Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 1ndonesia i Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di iMiakassar;
3. Bupati Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu kabupaten Luwu Timur di iaitii;
5. Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentas: Daerah Kab. Luwu Timur di

Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN, KABUDAYAAN, PARIWISATA,

PEMUDA DAMN OLAHRAGA

JI. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425

Menimbang

Mengingat

{ode Pos 92961

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PARIWISATA, PEMUDA DAN Oi,AHRAGA
KABUPATEN [ LWL TTMUR

NOMOR : 410/ 9% /Dik-LT/IX/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAIAR MASYABAKAT (PkzM)

TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 201>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARTWISATA

0
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PEMUDA DAN OLAHRAGA,

permohonan Izin Opefésionai dari Pusat kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) BUMI PERTIWI  Kecamatan  Wotu

Kabupaten Luwu Timur Tanggel 20 April 2015,

bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin
Operasional dan peninjauan fapangan oieh iim Visias: —apangan
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olanraga
Kabupaten Luwu Timur, Pusat Xegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasiona;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada husur 2 dan b
di atas, perlu diberikan izin operasicnal penyelenggaraan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahrage Kabupaten Luwu imur.

Undang — undang Nomor @7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi
Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia

Nomor 4270);

Yndang — undang Nomcr 20 Tanhun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik inhdonesia
Nemor 4301) ;

Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Noimor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana teian divtah dergan Undang-undang
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Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2605 tentang

Perubahan Undang-lndang MNomor 32 Taohun 2004 tfentang
Pemenntah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaian
MNegara Republik indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otcnom (Lembarar: Negara

tahun 2000 Nomor * 54, Tambazhan Lembaran Negara Nomor
A0\
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentanc Standar
Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentany Pengelolagn
dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana teian diubah
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2010;

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2006, tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Weiib Belajar S Tahun dan

Dambemnran (=1 e A}/t‘-_\r'_.
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Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan Pusal Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) dari Kementerian Pendicikan dan
Kebudayaan Tahun 2014;

Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kapada .

i. Nama Lembaga : PKBM BUMI PERTIWI
2. NPWP : )2-707-708-0-303-000
3. Akta Notaris
Nama Notaris : Herman Laobase, SH
Nomor : No. 20
Tanggal s 16 Dldnhor 2006
4. Alamat :JLS.M. Al Jufr
5. Desa/Kelurahan : Tarengge
0. Kecamatan . Wotu
7. Kabupaten s Luwu Timur

Segala fasilitas dan kelengkapan yeng nenjaal  -yarat /
kelancaran berdirinya Lembaga PKBM Bumi Pertiwi  menjadi
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Dalam hai melaksanakan proses Deiajar nendgejar dan <urikuium
yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang ber.zku.





